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ABSTRAK 

bstrak  

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEANDALAN 

PELAPORAN KEUANGAN DAERAH  (Studi pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)” 

 

Oleh: 

Eva Saras Sati 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumberdaya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, pengawasan 

keuangan darah, komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan 

daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Data 

penelitian ini dikumpulkan dengan mengirim 82 kuesioner kepada pegawai yang 

melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan. Kuesioner kembali sebanyak 79 

responden atau sebesar 91,46%, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebesar 

48 responden atau sebesar 60,76%. Data diolah menggunakan SPSS 23 dengan 

Regresi Linier Berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian 

intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Sumber daya 

manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 

keandalan pelaporan keuangan daerah. 

 

Kata kunci: sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

pengendalian inten akuntansi, pengawasan keuangan daerah, 

dan keandalan pelaporan keuangan daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman di era globalisasi dan tuntutan dari masyarakat 

untuk mendapatkan kesejahteraan yang merata mendorong pemerintah untuk 

terus menyelenggarakan wujud kepemerintahan yang baik (Good Governance). 

Good Governance setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan 

(Wardani & Andriyani, 2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan 

diwujudkan dengan adanya laporan keusangan pemerintah yang memiliki 

kualitas informasi sehingga dapat digunakan sebagai tindakan pengambilan 

keputusan oleh publik. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai 

Standard Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa kriteria dan 

unsur-unsur pebentuk kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah 

mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual 

akuntansi pemerintah terdiri dari: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat 

Dibandingkan, 4) Dapat Dipahami. 

 Menurut Yusrawati & Cahyanti (2016) laporan keuangan pemerintah 

merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan publik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memperhatikan 

penyajian laporan keuangan yang memiliki nilai informasi yang dapat 

digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Salah satu karakteristik kualitatif
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yang sangat berkaitan dengan nilai informasi dalam laporan keuangan 

pemerintah yaitu keandalan. Sebuah laporan keuangan tidak akan memiliki 

manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi tersebut tidak andal. 

Keandalan merupakan suatu kemampuan informasi untuk memberikan 

keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Wardani & Andriyani, 

2017). 

 Keandalan pelaporan keuangan menarik untuk diteliti dikarenakan 

masih banyaknya kasus penyelewengan laporan keuangan. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 2.525 

permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perudang-

undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,13 triliun dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Selain mengakibatkan kerugian permasalahan ketidakpatuhan juga 

mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 413 permasalahan senilai Rp 419,60 

miliar, 846 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp 537,72 miliar, 

serta 2.331 permasalahan penyimpangan administrasi. Atas LKPD tahun 2016, 

375 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 139 LKPD 

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, dan 23 LKPD mendapatkan 

opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (BPK, 2017). 

 Kabupaten Magelang sendiri memperoleh hasil audit laporan 

keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2016. Hal ini 

merupakan pencapaian yang baik bagi Kabupaten Magelang setelah 4 tahun 

berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 
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tahun 2012-2015 (BPK, 2017). Berikut daftar tabel opini hasil pemeriksaan 

LKPD oleh BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2016:  

Tabel 1.1 

 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten Magelang 

Tahun Opini 

2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2014 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

      Sumber: semarang.bpk.go.id 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan yang dapat diteliti, khususnya dalam hal keandalan 

pelaporannya. Peningkatan kualitas pelaporan dengan hasil opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa 

sebuah pemerintah daerah sudah memberikan pelaporan keuangan daerah yang 

andal.  

 Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP), namun di Kabupaten Magelang masih terdapat permasalahan dalam 

pengendalian aset daerah yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan data. 

Diketahui penemuan masalah pengendalian aset tersebut berada di Sektretariat 

Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Perhubungan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas 

Perdagangan dan Koperasi UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebungan dan Kehutanan. Kemudian, 

Kelurahan Secang, Kelurahan Muntilan, Kelurahan Sumberrejo, Kelurahan 

Sawitan dan Kelurahan Mendut (radarsemarang.com, 2017).  Oleh karena hal 
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tersebut, pemerintah masih memerlukan penyajian pelaporan keuangan yang 

andal sehingga masyarakat dapat percaya dan meyakini bahwa laporan 

keuangan tersebut benar atau valid (Wardani & Andriyani, 2017). 

 Penelitian mengenai keandalan pelaporan keuangan daerah pernah 

dilakukan. Penelitian Fransiska (2015) tentang pengaruh sumber daya manusia, 

pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen 

organisasi, menunjukaan bahwa semua variabel yang diteliti berpengaruh 

terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian Azlan, dkk (2015) 

tentang sumber daya manusia, pemanfaaatan teknologi informasi, pengendalian 

inten akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif  

terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian 

Yusrawati & Cahyanti (2016) menjelaskan bahwa kapasitas sumberdaya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi 

berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah.  

 Selanjutnya dalam penelitian Dodopo, dkk (2017) dijelaskan bahwa 

komitmen organisasi, pengendalian intern akuntansi, peran internal audit, 

pendidikan, dan kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keterandalan laporan keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Halmahera 

Utara.  Penelitian selanjutnya yaitu dari Wardani & Andriyani (2017)  yang 

menjelaskan mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian 

intern, pemanfaatan  teknologi informasi. Hasil dari penelitiannya yaitu 

kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern  berpengaruh 
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positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. 

Namun, pemanfaatan  teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.   

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wardani & 

Andriyani (2017). Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan semua variabel 

yang ada pada penelitian Wardani & Andriyani (2017). Perbedaannya yaitu 

Pertama, menambahan variabel pengawasan keuangan daerah berdasarkan  

pada permasalahan di Kabupaten Magelang dalam pengendalian aset daerah 

yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan data (radarsemarang.com, 2017). 

 Pengawasan keuangan daerah memberikan pengawasan atas rencana 

yang telah ditentukan dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak 

melanggar  ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya pengawasan 

keuangan daerah maka diharapkan pemerintah dapat meminimalisir 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain hal tersebut, 

pengawasan keuangan daerah menanggulangi permasalahan kecurangan-

kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah itu sendiri (Fransiska, 

2015). Penambahan variabel pengawasan keuangan daerah ini sesuai dengan 

penelitian Desmiyawati (2014), Fransiska (2015), dan Azlan, dkk (2015) 

 Kedua, menambahkan variabel komitmen organisasi karena, dengan 

adanya komitmen organisasi karyawan dapat memberikan kontribusi untuk 

mencapai tujuan sebuah organisasi. Selain hal tersebut, komitmen organisasi 

sangat penting karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, 

dimana setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaanya 
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(Azlan, dkk 2015). Komitmen yang tinggi dari pegawai akan berimplikasi pada 

komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan 

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai nilai informasi yang 

andal (Yuliani dkk, 2016). Penambahan variabel komitmen organisasi  ini 

sesuai dengan penelitian Fransiska (2015), Yuliani, dkk (2016) dan Dodopo, 

dkk (2017). 

 Ketiga, objek yang dipilih di OPD Kabupaten Magelang karena 

hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magelang diketahui 

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012-2015 dan 

baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 

(www.bpkp.go.id/diy). Selain hal tersebut, adanya permasalahan dalam 

pengendalian aset daerah yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan data 

dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang menjadi alasan 

diperlukannya laporan keuangan yang andal dengan harapan dapat diakses 

dengan mudah oleh publik dan mudah dipahami sehingga pengguna laporan 

keuangan khususnya masyarakat dapat percaya dan meyakini bahwa laporan 

keuangan tersebut benar.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan 

keuangan daerah? 

http://www.bpkp.go.id/diy
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2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan 

pelaporan keuangan daerah?  

3. Apakah pengendalian intern akuntansi daerah berpengaruh terhadap 

keandalan pelaporan keuangan daerah?  

4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan 

pelaporan keuangan daerah? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan 

keuangan derah? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pnelitian ini 

yaitu: 

1. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sumber daya manusia 

terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah 

2. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah 

3. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian intern 

akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah 

4. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan keuangan 

daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah 

5. Menguji dan membuktikan secara empiris komitmen organisasi terhadap 

keandalan pelaporan keuangan daerah  
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D. Kontribusi Penelitian 

 Kontribusi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan materi pengetahun 

dan wawasan mengenai masalah mengenai keandalan pelaporan 

keuangan daerah. 

b. Hasil penelitian dapat menambah sumber referensi kajian teori, sumber 

informasi,  peran penelitian mengenai keandalan pelaporan keuangan 

daerah. 

c. Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama di bangku 

perkuliahan 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi mengenai pelaporan 

keuangan yang andal. 

E. Sistematika Penulisan 

        Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

        Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sitematika penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka  

 Berisi landasan teori yang melandasi penelitian, membahas hasil-

hassil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang 

menggamarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

 Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

        Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 

data, dan pembahasannya. 

BAB V Penutup 

        Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Telaah Teori 

1. Teori Agensi 

 Mardiasmo (2004:29) menjelaskan bahwa pengertian 

akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah merupakan 

agent yang memiliki fungsi sebagai pelaksanan kewajiban tertentu yang 

ditentukan oleh legislatif dan masyarakat selaku principal.  

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan 

antar Penyelenggaran Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan asas akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku.  

 Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung 

memaksimalkan self interest-nya yang dimulai dari proses 

penganggaran, pembuatan keputusan, sampai memperlihatkan bahwa 
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kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan 

posisisinya dimata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan 

bahwa agen bersikap oportunis dan tidak menyukai resiko . 

 Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai 

pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang 

lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimanan pemerintah dapat membuka 

akses untuk para pengguna laporan keuangan (Azlan, dkk 2015). Teori 

keagenan juga menyatakan bahwa agent bersikap oportunis dan 

cenderung tidak menyukai risiko. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja selama ini baik dan 

akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dibuktikan 

dengan penyajian laporan keuangan yang andal (Fransiska, 2015). 

2. Keandalan  

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang 

dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

mengemukakan bahwa laporan yang andal yaitu informasi dalam 

laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut: 

1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar 

dapat diharapkan untuk disajikan. 

2) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam 
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laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih 

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan 

simpulan yang tidak berbeda jauh. 

3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan 

tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

 Pelaporan keuangan daerah dikategorikan sebagai laporan 

keuangan yang andal apabila informasi laporan keuangan yang 

disajikan memiliki kandungan informasi yang benar dan valid 

(Suwardjono, 2006). Informasi yang memiliki kualitas bagus adalah 

apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan 

dapat diandalkan pemakaianya sebagai penyajian yang jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar 

dihrapkan dapat disajikan (Mahmudi, 2007). Informasi mungkin 

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan 

maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan (Fransiska, 2015). Keandalan pelaporan keuangan dapat 

diukur dengan kualitas nilai informasi laporan keuangan sehingga 

laporan tersebut dapat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dan 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 

3. Pelaporan Keuangan Pemerintah Derah 

 FASB (Financial Accounting Standart Board) menerbitkan 

delapan SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) yang 

berhubungan dengan pelaporan keuangan entintas bisnis. Salah satunya 
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yaitu menjelaskan karakteristik kualitatif  SFAC No.2 dari informasi 

akuntansi. Dijelaskan dalam SFAC No. 2 (1980), Qualitative 

Characeristics Of Accountingg Information bahwa dalam penyajian 

laporan keuangan, setidaknya laporan keuangan harus mencakup dua 

kualitas spesifik keputusan primer, yaitu relevansi (relevance)  dan 

keandalan (reliability). Terdapat tiga aspek dalam nilai relevan, yaitu 

ketepatwaktuan (timeliness), nilai umpan balik (feed-back value), dan 

nilai prediktif (predictivevalue). Sedangkan dalam keandalan 

(reliability) juga mencakup tiga aspek yaitu penggambaran yang 

senyatanya (representational faithfullness), netralitas (neutrality), dan 

dapat diperiksa (verifiability). 

 SFAC No.8 merupakan salah satu dari serangkaian publikasi di 

FASB untuk akuntansi dan pelaporan keuangan yang mencakup dua 

bab kerangka konseptual baru yang menggantikan SFAC No.1, tujuan 

pelaporan keuangan oleh Business Enterprises, dan SFAC No.2 yang 

meliputi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. SFAC No.8 

dimaksudkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan konsep-konsep 

fundamental yang akan menjadi dasar untuk pengembangan akuntansi 

keuangan dan pedoman pelaporan (Wiley & Sons, 2004). 

 Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang 

menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan 

dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada 

gilirannya akan   membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial 
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negara (Suwardjono, 2006). Laporan keuangan disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 

satu periode pelaporan (Ulum & Sofyani, 2016). Diketahui dalam pasal 

33 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Laporan 

Realisasi APBN/D, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan 

Keuangan dan Lampiran Laporan Keuangan perusahaan negara/daerah. 

Setiap entintas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu 

periode pelaporan untuk kepentingan: 

1) Akuntabilitas: mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

periodik. 

2) Manajemen: Membantu para pengguna untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode 

pelaporan sehingga memudahan fungsi perencanaan, pengelolaan 

dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi: memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untu mengetahui scara terbuka dan 
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menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatanya pada 

peraturan perundang-undangan. 

4) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity): membantu 

para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah 

pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 

dialokasikan dan apakah generasi yang akan diasumsikan akan ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut. 

5) Evaluasi Kinerja: mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama 

dalam penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah 

untuk mencapai kinerja yang direncanakan. 

 Komponen laporan keuangan sektor publik berbeda dengan 

komponen laporan keungan sektor swasta,  berikut merupakan 

komponen pokok laporan keuangan sektor publik: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2) Laporan Prubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

3) Neraca 

4) Laporan Operasional (LO) 

5) Laporan Arus Kas (LAK) 

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
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4. Sumber Daya Manusia  

 Sumber daya manusia (human resources) adalah semua orang 

yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan perusahaan, dan juga 

orang-orang yang bisa berkontribusi di masa mendatang, dan mereka 

yang telah berkontribusi di masa lalu (Jackson dkk, 2010).  

Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis 

akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan 

keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan 

kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan 

akuntansi, dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada 

(Yadnya dkk, 2017). Pengelolaan laporan keuangan yang transparan 

dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik memiliki 

pengukuran yang sebanding dengan sumberdaya yang memadai dari 

segi jumlah dan kehlian. Pengembangan sumber daya manusia, 

dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan 

kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme (Fransiska, 2015). 

 Sumber daya manusia diharapkan dapat memberikan informasi 

yang dapat diandalkan dalam mengelola laporan keuangan. 

Kemampuan dari sumber daya manusia yang berkualitas dengan 

memiliki pendidikan, pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang 

keuangan tentunya diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan sehingga dapat memberikan laporan keuangan 

yang kompeten dan independen.  
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5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

 Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi 

komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak untuk 

mengolah dan menyimpan informasi dengan tenologi komunikasi untuk 

melakukan penyaluran informasi (Wilkinson, 2005). Pemanfaatan 

Teknologi Informasi diperlukan dalam era globalisasi, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem 

Informasi keuangan menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban 

untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi (Azlan 

dkk,2015). Teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer 

dapat membantu mempercepat pekerjaan dan menghasilkan data yang 

lebih akurat serta konsisten dalam perhitungan daripada menggunakan 

sistem manual. 

 Teknologi informasi termasuk sistem informasi berbasis 

internet, memainkan peranan penting dan luas. Teknologi informasi 

dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efesiensi dan 

evektivitas dalam pengambilan keputusan manajerial, kerjasama 

kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka 

dalam pasar yang cepat sekali berubah (O’Brien, 2005). Pemanfaatan 

teknologi informasi diharapkan dapat memperlancar kegiatan 

pemrosesan data, peyimpanan data, dan penyebaran informasi dengan 

mudah sehingga diharapkan dapat memberikan pelaporan keuangan 

yang dapat diandalkan. 
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6. Pengendalian  Intern Akuntansi 

 Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang 

meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang 

dikoordinasikan yang digunakan didalam organisasi dengan tujuan 

untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian 

dan kebenaran data akuntansi, mendorong efesiensi, dan membantu 

mendorong dipatuhinya kebijakkan manajemen yang telah ditetapkan 

(Pratolo dkk, 2016). Pengendalian  Internal dijelaskan pada PP Nomor 

60/2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu 

SPIP harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi tercapai 

(Azlan dkk, 2015). Hal ini diharapkan pemerintah dapat menghasilkan 

pengendalian internal yang efektif dan efisien sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.  

 Pengendalian intern melingkupi seluruh proses kegiatan audit, 

review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik. Tujuan pengendalian intern terbagi menjadi dua yaitu 

pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. 

Selain dua hal tersebut tujuan pengendalian intern yaitu untuk 
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pengendalian intern akuntansi yaitu untuk menjaga kekayaan dan 

memeriksa keakuratan data akuntansi. Dengan hal tersebut 

pengendalian atas kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan 

keuangan negara diharapkan menghasilkan sebuah pengelolaan 

keuangan yang efektif, transparan dan akutabel. 

7. Pengawasan Keuangan Daerah 

 Menurut Baswir (1995) dalam Ulum & Sofyani (2016) 

menjelaskan bahwa pengawasan adalah adalah suatu proses kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk 

mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan 

tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau 

penyimpangan yang terjadi. Hasil dari pengawasan digunakan untuk 

membandingkan kinerja yang dilakukan, upaya untuk menanggulangi 

kesalahan/kejadian yang menyimpang dan mengambil tidakan 

perbaikan jika ditemukan penyimpangan. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 mengenai 

pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 

menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses 

kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pengawasan keuangan daerah dapat mengontrol kegiatan OPD 

dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. 

Pengawasan dimaksudkan, agar pemerintah daerah melakukan tugas 
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dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam mengelola keuangan. 

Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan negara, 

dilakuakan berdasaran ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan 

keuangan daerah yamg diatur dalam Peraturan Daerah pasal 23 ayat 1 

UU No.25 tahun 1999 (Ulum & Sofyani, 2016). 

 Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari 

pengelolaan keuangan negara. Adanya pengawasan keuangan daerah 

memberikan pengendalian atas kegiatan OPD dalam menggunakan 

anggaran dan menyusun laporan keuangan sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan atau kecurangan dalam penyusunan laporan 

keuangan daerah sehingga laporan keuangan derah yang dihasilkan 

dapat diandalkan. 

8. Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh 

mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang 

tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu 

(Robbins & Judge, 2008). Komitmen organisasi dibangun atas dasar 

kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai 

membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap 

menjadi anggota organisasi (Yuliani, Farida, & Susanto, 2015). 

Menurut Mowday, dkk (1982) dalam Dodopo, dkk (2017) menyatakan 

bahwa komitmen yang kuat dalam organisasi akan dapat menciptakan 

keyakinan dan dukungan serta loyalitas karyawan terhadap nilai dan 
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sasaran yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi 

menunjukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi 

keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Anam, 2017). 

 Komitmen organisasi penting karena memiliki hubungan 

yang erat dengan kinerja pegawai, di mana setiap pegawai dituntut 

memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya. Komitmen organisasi 

yang dimaksudkan yaitu aparatur pemerintahan, keterlibatan kerja 

aparatur pemerintahan yang baik maka dapat memiliki arti bahwa 

keberpihakan kepada organisasi juga tinggi. Komitmen yang tinggi 

menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha 

menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga dengan adanya 

komitmen yang tinggi kemungkinan penurunan kinerja dapat dihindari. 

Sebaliknya, individu dengan komitmen rendah akan mementingkan 

dirinya atau kelompoknya, dimana individu tersebut tidak memiliki 

keinginan untuk menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, 

sehingga memungkinkan terjadinya penurunan kinerja (Fransiska, 

2015). Aparatur pemerintahan diharapkan dapat memberikan kinerja 

yang baik kepada pemerintah sehingga dalam pembuatan laporan 

keuangan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

diandalkan. 
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B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian  Hasil 

1.  Desmiyawati 

(2014) 

Dependen: 

Keandalan dan 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah 

 

Independen: 

Sumber Daya Manusia  

Pengawasan Laporan 

Keuangan  

Pemanfaaatan 

Teknologi Informasi 

Sumber daya manusia 

dan pengawasan 

laporan keuangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan 

waktu laporan  

keuangan pemeritah 

daerah. Sedangkan 

pemanfaatan teknologi 

informasi tidak 

berpengaruh terhadap 

keterandalan pelaporan 

keuangan pemerintah 

daerah. 

2.  Fransiska 

(2015) 

Dependen: 

Keandalan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah 

Independen: 

Sumber Daya Manusia  

Pengawasan Keuangan 

Daerah  

Pemanfaaatan 

Teknologi Informasi  

Komitmen Organisasi 

Sumber daya manusia, 

pengawasan keuangan 

daerah, pemanfaatan 

teknologi informasi, 

dan komitmen 

organisasi berpengaruh 

positif terhadap 

keandalan pelaporan 

keuangan daerah  

3.  Azlan, dkk 

(2015) 

Dependen: 

Keandalan Pelaporan  

Independen: 

Sumber Daya Manusia 

Pemanfaaatan 

Teknologi Informasi 

Pengendalian Intern 

Akuntansi  

Pengawasan Keuangan 

Daerah 

 

Sumber daya manusia, 

pemanfaaatan teknologi 

informasi, pengendalian 

inten akuntansi, dan 

pengawasan keuangan 

daerah berpengaruh 

positif  terhadap 

keandalan pelaporan 

keuangan pemerintah 

daerah 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Penelitian  Hasil 

4.  Yuliani, dkk 

(2016) 

Dependen: 

Keandalan dan 

Timeliness Pelaporan 

Keuangan 

Sumber daya manusia, 

pengendalian inten 

akuntansi, komitmen 

organisasi dan 

perangkat pendukung 

berpengaruh positif  

  Independen: 

Sumber Daya Manusia  

Pemanfaaatan 

Teknologi Informasi  

Pengendalian Intern 

Akuntansi  

Komitmen Organisasi 

Perangkat Pendukung 

terhadap keandalan 

pelaporan keuangan. 

Sedangkan 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi tidak  

berpengaruh terhadap 

keandalan pelaporan. 

Pengendalian inten 

akuntansi, komitmen 

organisasi berpengaruh 

positif  terhadap 

timeliness pelaporan 

keuangan. 

Sedangkan Sumber 

daya manusia, dan 

Perangkat Pendukung 

tidak berpengaruh 

terhadap keandalan 

pelaporan. 

5. Yusrawati & 

Cahyanti 

(2016) 

Dependen: 

Keterandalan pelaporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

Independen: 

Kapasitas Sumber daya 

manusia 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi  

Pengendalian Intern 

Akuntansi 

 

Kapasitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, 

dan pengendalian intern 

akuntansi berpengaruh 

positif terhadap 

Keterandalan pelaporan 

keuangan pemerintah 

daerah 

6. Wardani  

& Andriyani  

(2017) 

Dependen: 

Keandalan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah 

Kualitas sumber daya 

manusia, dan sistem 

pengendalian intern 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No Peneliti Variabel Penelitian  Hasil 

  Independen: 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia  

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi  

Sistem Pengendalian 

Intern 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keandalan pelaporan 

keuangan pemerintah 

desa. 

Sementara pemanfaatan 

teknologi informasi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

keandalan pelaporan 

keuangan pemerintah 

desa. 

7. Dodopo, dkk 

 (2017) 

Dependen: 

Keterandalan Laporan 

Keuangan  

Independen: 

Komitmen Organisasi 

Pengendalian Intern 

Akuntansi  

Peran Internal Audit 

Pendidikan 

Kualitas Pelatihan  

Komitmen organisasi, 

pengendalian intern 

akuntansi, peran 

internal audit, 

pendidikan, dan 

kualitas pelatihan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keterandalan laporan 

keuangan pada SKPD 

Pemerintah Kabupaten 

Halmahera Utara. 

8. Yadnya dkk, 

(2017) 

Dependen: 

Keterandalan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah 

Independen: 

Sumber Daya Manusia 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

Pengendalian Intern  

Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, dan 

Pengendalian Intern 

berpengaruh positif 

terhadap Keterandalan 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah (Studi 

Kasus pada Dinas 

Sosial Provinsi NTB) 

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018 
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C. Perumusan Hipotesis 

a. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan 

Keuangan  

        Sumber daya manusia (human resources) adalah semua orang 

yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan perusahaan, dan juga 

orang-orang yang bisa berkontribusi di masa mendatang, dan mereka 

yang telah berkontribusi di masa lalu (Jackson dkk, 2010). Sumber daya 

manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan 

elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia sendiri 

yang mengendalikan yang lain (Hariandja, 2002). Sumber daya manusia 

yang dimaksud yaitu aparatur pemerintah daerah dipercaya pemerintah 

dan masyarakat untuk melaporkan keuangan daerah yang dapat 

diandalkan. 

 Sumber daya manusia memiliki keahlian dalam melaksanaan 

sistem akuntansi dapat menimbulkan hambatan jika pemahaman 

penerapan ilmu akuntansinya rendah. Sumber daya manusia merupakan 

salah satu faktor yang menentukan terpenuhinya kualitas sebuah laporan 

keuangan (agent) sehingga dapat diandalkan dalam pengambilan 

keputusan oleh pihak principal.  Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan sumber daya manusia yang baik, akan meningkatan kualitas 

pelaporan keuangan pemerintah yang dihasilkan sehingga dapat 

diandalkan.  
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 Hal ini didasarkan pada penelitian Desmiyawati (2014), 

Fransiska (2015),  Azlan, dkk (2015), Yuliani, dkk (2016), Yusrawati & 

Cahyanti (2016), Wardani & Andriyani (2017) dan Yadnya, dkk (2017) 

menyatakan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap keandalan 

pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H1. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keandalan 

Pelaporan Keuangan daerah. 

 

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan 

Pelaporan Keuangan Daerah 

 Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi komputer 

yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak untuk mengolah dan 

menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan 

penyaluran informasi (Wilkinson, 2005). Pemerintah perlu 

mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun 

jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang 

memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan 

menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan Teknologi yang 

semakin pesat dapat membantu aparatur dalam memproses, menyimpan, 

memberikan, dan menyajikan  laporan keuangan.  

 Sesuai dengan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang 

menjelaskan hubungan keagenan mengenai suatu kontrak dimana satu 

atau lebih (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan 

sesutu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agent 
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untuk membuat keputusan terbaik bagi principal, maka diperlukan 

pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan. Pemanfaatan teknologi 

informasi yang tidak optimal dalam menggunakan teknologi informasi 

tersebut sehingga dapat mengakibatkan ketidak andalan laporan 

keuangan yang di berikan kepada pihak yang berkepentingan. Hal 

tersebut dapat menjadi konflik yang terjadi kepada agent dan principal. 

Konflik tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi secara 

optimal oleh pemerintah dengan beberapa faktor yang mendukung untuk 

memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan semakin baik 

pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik juga pemerintah 

dalam memberikan laporan keuangan yang andal.  

 Hal ini didasarkan pada penelitian  Fransiska (2015), Azlan, dkk 

(2015), Yusrawati & Cahyanti (2016) dan Yadnya, dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi 

berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif 

terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan daerah.  

 

c. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keandalan 

Pelaporan Keuangan  

 Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang 

meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang 
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dikoordinasikan yang digunakan didalam organisasi dengan tujuan untuk 

menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi, mendorong efesiensi, dan membantu 

mendorong dipatuhinya kebijakkan manajemen yang telah ditetapkan 

(Pratolo dkk, 2016).     

 Kurangnya arahan terhadap sumber daya manusia terhadap 

tujuan yang ditentukan pemerintahan dapat menimbulkan konflik 

diantara suatu organisasi pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern 

Akuntansi dapat memberikan arahan mengenai kualitas laporan keuangan 

pemerintah (agent) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

diandalkan dalam pengambilan keputusan (principal). Hal ini 

menunjukkan semakin baik pengendalian intern akuntansi maka semakin 

baik juga pemerintah dalam memberikan laporan keuangan yang andal. 

 Hal ini didasarkan pada penelitian Azlan, dkk (2015), Yuliani, 

dkk (2016), Yusrawati & Cahyanti (2016), Wardani & Andriyani (2017), 

Dodopo, dkk (2017) dan Yadnya, dkk (2017) yang menyatakan bahwa 

Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif terhadap Keandalan 

Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H3. Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif terhadap 

Keandalan Pelaporan Keuangan daerah. 
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d. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan 

Pelaporan Keuangan  

 Menurut Baswir (1995) dalam Ulum & Sofyani (2016) 

menjelaskan bahwa pengawasan adalah adalah suatu proses kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk 

mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu 

sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan 

yang terjadi. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral 

dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. 

 Banyak hal yang dapat disalahgunakan dalam menjalankan 

wewenang dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah. Dengan 

penyalahgunaan tersebut dapat diduga menimbulkan konflik antara 

principal dengan agent. Oleh karena hal tersebut diperlukan pengawasan 

sebagai kendali penyelewengan yang dapat terjadi dikarenakan aparatur 

pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah dapat mengendalikan 

konflik sehingga dalam pemerintahan dapat menghasilkan laporan 

keuangan (agent) yang wajar terhadap efesiensi dan efektivitas dari 

laporan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang andal yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputuasan oleh 

pihak principal. Hal ini menunjukkan semakin baik pengawasan 

keuangan daerah maka semakin baik juga pemerintah dalam memberikan 

laporan keuangan yang andal.  
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 Hal ini didasarkan pada penelitian Desmiyawati (2014), 

Fransiska (2015), dan Azlan, dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh berpengaruh positif terhadap 

Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H4. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap 

Keandalan Pelaporan Keuangan daerah 

 

e. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan 

Keuangan  

        Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh 

mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang 

tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam   organisasi itu 

(Robbins & Judge, 2008). Aparatur pemerintahan diharapkan dapat 

memberikan kinerja yang baik kepada pemerintah sehingga dalam 

pembuatan laporan keuangan diharapkan dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat diandalkan. 

 Aparatur yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak 

memperhatikan kepentingan organisasi merupakan bentuk konflik yang 

terjadi dalam sebuah kinerja aparatur kepemerintahan. Oleh karena hal 

tersebut perlu komitmen organisasi untuk meberikan komitmen yang 

tinggi sehingga mengahasilkan profesionalisme kinerja aparatur 

pemerintahan yang bekualitas sehingga dapat memberikan laporan 

keuangan pemerintah (agent) sehingga dapat diandalkan dalam 
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pengambilan keputusan oleh pihak principal. Komitmen yang tinggi dari 

pegawai akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab 

terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang 

dihasilkan mempunyai nilai informasi yang andal (Yuliani dkk, 2016).  

 Hal ini didasarkan pada penelitian Fransiska (2015), Yuliani, 

dkk (2016) dan Dodopo, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Komitmen 

Organisasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H5. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Keandalan 

Pelaporan Keuangan daerah. 

 

D. Model Penelitian  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

H1(+) 
 

Pengawasan Keuangan Daerah (PKD) 

Pengendalian Intern Akuntansi (PIA) 

Komitmen Organisasi (KO) 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

(PTI) H2(+) 

  
H3(+) 

  

H4 (+) 

  

H5 (+) 

  

Keandalan 

Pelaporan 

Keuangan 

Daerah 

 (KPKD) 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel  

        Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Magelang. Sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling yang 

menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. 

Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada 

OPD Pemerintah Kabupaten Magelang. 

2. Telah bekerja di bidang keuangan untuk melaksanakan fungsi akuntansi/ 

tata usaha keuangan pada OPD Pemerintah Kabupaten Magelang 

minimal 1 tahun. 

B. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Jenis dan Sumber Data 

        Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian 
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yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan 

secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai 

dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang 

berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2014). 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014). 

Kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden dengan diantar 

langsung oleh peneliti. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, 

diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap 

pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara 

demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih  

efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah 

disebar. 
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C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 

 Definisi operasional dan pengukuran variabel 

 

Variabel  Definisi Pengukuran 

Variabel 

Dependen: 

  

Keandalan 

Pelaporan 

Keuangan 

Daerah 

(KPKD) 

Keandalan adalah 

kemampuan informasi 

untuk memberi keyakinan 

bahwa informasi tersebut 

benar atau valid. 

Informasi yang memiliki 

kualitas bagus adalah 

apabila informasi tersebut 

bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, dan 

dapat diandalkan 

pemakaianya sebagai 

penyajian yang jujur 

(faithful representation) 

dari yang seharusnya 

disajikan atau secara 

wajar dihrapkan dapat 

disajikan (Mahmudi, 

2007) 

Instrumen dengan jumlah 7 

butir pernyataan diambil 

dari Indriasari & Nahartyo 

(2008)  dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Penyajian jujur 

b. Realiasasi  

c. Rekonsiliasi  

d. Informasi dapat diuji 

e. Netralisasi 

f. Pengarahan sistem  

informasi  

Diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 

point, yaitu skala 1 = 

Sangat Tidak Setuju, 

sampai skala 5 = Sangat 

Setuju. 

 

Variabel 

Independen: 

  

Sumber 

Daya 

Manusia 

(SDM) 

Sumber daya manusia 

adalah pilar penyangga 

utama sekaligus 

penggerak roda organisasi 

dalam rangka mewujudan 

visi, misi dan tujuannya 

(Susilo, 2002). 

 

Instrumen dengan jumlah 10 

butir pernyataan diambil 

dari GTZ & 

USAID/CLEAN Urban 

(2001) dalam Indriasari & 

Nahartyo (2008) dengan 

indikator sebagai berikut : 

a.  Kemampuan individu 

b. Peran dan fungsi untuk 

mencapai tujuan 

c.   Memahami prosedur dan 

proses akuntansi 

Diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 

point, yaitu skala 1 = Sangat 

Tidak Setuju, sampai skala 

5 = Sangat Setuju. 
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Tabel 3.1 

 Definisi operasional dan pengukuran variable 

(Lanjutan) 

 

Variabel  Definisi Pengukuran 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

(PTI) 

 

Teknologi Informasi 

merupakan kombinasi 

teknologi komputer yang 

terdiri dari perangkat 

keras, perangkat lunak 

untuk mengolah dan 

menyimpan informasi 

dengan tenologi 

komunikasi untuk 

melakukan penyaluran 

informasi (Wilkinson, 

2005). 

Instrumen dengan jumlah 7 

butir pernyataan diambil 

dari Jurnali dan Supomo 

(2002) dalam Indriasari & 

Nahartyo (2008) dengan 

indikator sebagai berikut : 

a. Proses kerja secara 

elektronik 

b. Pengolahan dan 

penyimpanan data 

keuangan 

c. Pengolahan informasi 

dengan jaringan internet 

d. Sistem manajemen 

e. Perawatan & 

pemeliharaan pada 

perangkat komputer.  

Diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 

point, yaitu skala 1 = Sangat 

Tidak Setuju, sampai skala 

5 = Sangat Setuju. 

Pengendalian 

Intern 

Akuntansi 

(PIA) 

 

Sistem pengendalian 

intern adalah suatu 

perencanaan yang 

meliputi struktur 

organisasi dan semua 

metode dan alat-alat yang 

dikoordinasikan yang 

digunakan didalam 

organisasi dengan tujuan 

untuk menjaga keamanan 

harta milik organisasi, 

memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi,  

Instrumen dengan jumlah 9 

butir pernyataan diambil 

dari Indriasari & Nahartyo 

(2008) dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan yang 

memadai 

b. Pemisahan wewenang 

c. Tidakan disiplin atas 

pelanggaran. 

Diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 

point, yaitu skala 1 = Sangat 

Tidak Setuju, sampai skala 

5 = Sangat Setuju. 
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Tabel 3.1 

Definisi operasional dan pengukuran variable 

(Lanjutan) 

Variabel  Definisi Pengukuran 

 mendorong efesiensi, dan 

membantu mendorong 

dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang telah 

ditetapkan (Pratolo dkk, 

2016). 

 

Pengawasan 

Keuangan 

Daerah 

(PKD) 

 

Menurut Baswir (1995) 

dalam Ulum & Sofyani 

(2016) menjelaskan 

bahwa pengawasan 

adalah suatu proses 

kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus atau 

berkesinambungan untuk 

mengamati, memahami 

dan menilai setiap 

pelaksanaan kegiatan 

tertentu sehingga dapat 

dicegah atau diperbaiki 

kesalahan atau 

penyimpangan yang 

terjadi.  

Instrumen dengan jumlah 10 

butir pernyataan diambil 

dari Arfianti (2010) dengan 

indikator sebagai berikut : 

a. Pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN 

b. Evaluasi kegiatan, 

pencatatan transaksi 

c. Berdasarkan bukti 

d. Pencatatan transaksi 

yang tepat waktu 

e. Dokumentasi bukti 

transaksi 

f. Sistem pengawasan 

pelaksanaan tugas 

g. Laporan keuangan OPD 

sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

Diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 

point, yaitu skala 1 = Sangat 

Tidak Setuju, sampai skala 

5 = Sangat Setuju. 

Komitmen 

Organisasi 

(KO) 

 

Komitmen organisasi 

adalah suatu tingkat 

keyakinan sejauh mana 

seora(Yuliani et al., 

2015)ng karyawan 

memihak pada suatu 

organisasi tertentu yang 

tujuannya berniat 

memelihara keanggotaan 

dalam   organisasi itu 

(Robbins & Judge, 2008) 

Instrumen dengan jumlah 8 

butir pernyataan diambil 

dari Newstroom (1989) 

dalam Yuliani, dkk (2015) 

dalam dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Loyalitas 

b. Kebanggaan terhadap 

perusahaan 

c. Meningkatkan Kinerja 
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Tabel 3.1 

Definisi operasional dan pengukuran variable 

(Lanjutan) 

Variabel  Definisi Pengukuran 

  Diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 

point, yaitu skala 1 = Sangat 

Tidak Setuju, sampai skala 

5 = Sangat Setuju. 

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018  

 

1. Alat Analisis 

a. Statistik Deskriptif 

       Uji statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan 

tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner 

yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan 

menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal,minimal, mean dan standar 

deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. 

Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden 

penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat 

jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2016:19). 

b. Uji Kualitas Data 

1) Uji Validitas 

 Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ghozali (2016: 

52), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Dalam menguji validitas instrumen kuisioner 

penelitian ini menggunakan uji validitas dengan Confirmatory 
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Factor Analysis (CFA). CFA merupakan salah satu bentuk analisis 

faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah 

untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah 

dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada 

dalam konstruknya atau tidak. Kriteria pada CFA adalah: 

a) Melihat signifikan tidaknya item tersebut mengukur faktornya 

dengan melihat nilai t bagi koefisien muatan faktor item. 

Perbandingannya adalah t >1,95 , maka item tersebut signifikan 

dan sebaliknya. Apabila item tersebut signifikan maka item 

tidak akan di drop dan sebaliknya. 

b) Melihat koefisien muatan faktor dari item. Jika item tersebut 

sudah di skoring dengan dengan favorable (pada skala likert 1-

4), maka nilai koefisien muatan faktor pada item harus 

bermuatan positif dan sebaliknya. Apabila item tersebut 

favorable, namun koefisien muatan faktor item bernilai negatif 

maka item tersebut di drop dan sebaliknya. 

c) Apabila kesalahan pengukuran item terlalu banyak berkolasi, 

maka item tersebut di drop. Sebab yang demikian selain 

mengukur apa yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain. 

2) Uji Reliabilitas 

        Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil 

pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha 
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dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan 

oleh Ghozali (2016: 43), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha > 0,7 

maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien 

Cronbach Alpha ≤ 0,7 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal. 

c. Analisis Regresi Linier Berganda 

      Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-maisng variabel 

independen. Koedisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai 

variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung 

dengan dua tujuan sekaligus; pertama meminimumkan penyimpangan 

antara nilai actual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data 

yang ada (Ghozali, 2016:95). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan 

hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut: 

KPKD = β1SDM + β2PTI + β3PIA + β4PKD + β4KO + e 

Keterangan : 

KPKD = Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah 

β1, ... β5 = Koefisien Regresi dari X 

SDM =  Sumber Daya Manusia 

PIA  = Pengendalian Intern Akuntansi 

PTI   = Pemanfaatan Teknologi Informasi 

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah 

KO  = Komitmen Organisasi 

e  = error / residual 
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d. Uji Hipotesis 

1) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

        Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2016 : 95). 

        Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

(R
2
) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model (Ghozali,2016:95). Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan adjusted R
2
 berkisar antara 0 dan 1. 

Jika nilai adjusted R
2
 semakin mendekati 1 maka semakin baik 

kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel 

independen. 

2) Uji F (Goodness of fit test) 

        Nilai F digunakan untuk menguji ketepatan model 

(Goodness of fit). Uji F ini sering disebut sebagai uji simultan, 

untuk menguji apakah variable bebas yang digunakan dalam model 

mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. 

Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok 
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(fit) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan 

nilai F tabel dengan derajat bebas df:α,(k-1),(n-k). 

        Menurut (Suliyanto, 2011), uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen 𝑋1, 𝑋2, dan 𝑋𝑛 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada 

tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi <0,05 maka hal tersebut signifikan, modelnya 

fit, dan layak digunakan dalam penelitian. 

b. Jika signifikansi >0,05 maka hal tersebut tidak signifikan, 

modelnya tidak fit, dan tidak layak digunakan dalam penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Penerimaan Uji F 

3) Uji t 

        Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016: 97). Uji t digunakan 

untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi 

dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 

α = 5% 

Ho ditolak 

F tabel 

Ho tidak ditolak 

F 
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Ketentuan menilai hasil nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 0,05 

dengan derajat kebebasan df = n-1 sebagai berikut: 

a. Jika t hitung > t tabel atau p value<α = 0,05, maka Ho ditolak 

atau Ha diterima, artinya variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika t hitung < t tabel atau p value>α = 0,05, maka Ho 

diterima atau Ha tidak dapat diterima, artinya variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 

    

   Gambar 3.2 

Penerimaan Uji  t

t tabel 

Ho tidak ditolak 
Ho ditolak 

α = 0,05 

0 
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BAB V  

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

A. Kesimpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, 

pengawasan keuagan daerah, dan komitmen organisasi terhadap kenadalan 

pelaporan keuangan daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Magelang. Sampel yang diambil dan dapat diolah dalam penelitian ini 

berjumlah 48 pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha 

keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu kepala bagian dan staff 

bagian keuangan atau akuntansi.  

        Hasil Uji R
2
 menunjukkan besarnya nilai Adjusted R

2
 sebesar 0,645, 

hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, pengawasan 

keuangan daerah, dan komitmen organisasi dalam menjelaskan variasi 

keandalan pelaporan keuangan daerah sebesar 64,5% sedangkan sisanya 35,5% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. 

       Hasil Uji F menunjukkan  menunjukkan bahwa model yang 

digunakan telah bagus (fit). Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis 

pengendalian intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. 

Sumber 
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daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh 

terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. 

B. Keterbatasan 

1. Objek penelitian terbatas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Magelang. 

2. Terbatasnya penelitian yang hanya meneliti 5 variabel independen yang 

berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. 

C. Saran 

1. Penelitian selanjutanya dapat memperluas objek penelitian misalnya OPD 

se- Wilayah Kedu. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang 

diduga dapat berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah 

seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karena SAP 

digunakan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara 

penyusun, pengguna, dan Auditor BPK sehingga dapat membantu 

kepemerintahan untuk menyusun laporan keuangan yang andal.  
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